BAB III
[bookmark: _Toc130656149][bookmark: _Toc135503322]OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

[bookmark: _Toc130656150][bookmark: _Toc135503323]3.1 Objek Penelitian 	
[bookmark: _Toc130656151][bookmark: _Toc135503324] 3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
      Perpustakaan Umum Kota Cirebon atau yang lebih dikenal dengan nama Perpustakaan 400 berada di jalan Brigjen Dharsono (By Pass) no. 11 Kota Cirebon, Jawa Barat. Perpustakaan ini awalnya didirikan oleh Ikatan Keluarga Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi pada tahun 1980 an untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang tergabung dalam Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi.


     Pada Tahun 1984 saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Cirebon dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, pihak Ikatan Keluarga Batalion 400 bersedia menyumbangkan tanah beserta bangunan perpustakaan didalamnya untuk dijadikan perpustakaan umum daerah. Sedangkan peresmian penggunaanya dilakukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi, Drs. H. Salamun A.T. pada tanggal 10 November 1984, Setelah resmi beroperasi dari tahun 1984 status perpustakaan UPT Perpustakaan Umum berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1990 UPT Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Cirebon beralih status menjadi Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah 
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Dati II Cirebon sebelas tahun kemudian tepatnya pada tahun 2001 UPT Perpustakaan statusnya menjadi Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Cirebon.
    Seiring dengan perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003. Pemerintah Kota Cirebon menata ulang kelembagaan diantaranya penggabungan Kantor Arsip Daerah dengan Kantor Perpustakaan Umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, telah dibentuk Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kota Cirebon yang terdiri dari dua Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
    Di tahun 2017 adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan. 
    Daerah (BAPUSIPDA) Kota Cirebon menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretariat, empat bidang yaitu Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Kabid Layanan, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
47

[bookmark: _Toc130656152]    


[bookmark: _Toc135503325] 3.1.2. Sejarah Perpustakaan
       Lembaga Perpustakaan pada awalnya bernama UPT. Perpustakaan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DT. I Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 10 November 1984, dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 060/SK. 1784-HK/1984 yang berlokasi di Jl. Brigjen Dharsono No. 11 yang berdekatan dengan pemancar Radio RI Cirebon dan menempati bangunan gedung sumbangan dari Yayasan Ikatan Keluarga Batalion 400 (IKEL 400) Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi dan beliau memberikan nama pada Perpustakaan adalah Perpustakaan 400, sehingga sampai saat ini masyarakat lebih mengenel nama Perpustakaan 400. 
      Kemudian, pada tahun 1990 berubah menjadi UPTD, Perpustakaan Umum Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT. II Cirebon, berdasarkan memori penserahan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat Cirebon. dan Kepala Pemerintahan Kotamadya Daerah tingkat I
     Berdasarkan peraturan daerah No. 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2001 status kelembagaan Perpustakaan menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kota Cirebon, selanjut nya diatur dengan keputusan Walikota No. 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kota Cirebon.
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[bookmark: _Toc130656153]     


[bookmark: _Toc135503326]3.1.3. Sejarah Kearsipan
     Lembaga Bidang Kearsipan pada awalnya merupakan sub dari bagian umum Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Cirebon kemudian pada tahun 1994 menjadi Kantor Arsip Daerah berdasarkan peraturan daerah Kotamadya DT II Cirebon Nomor 7 tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kotamadya DT II Cirebon dan Peraturan Daerah Kotamadya DT II nomor 8 tahun 1994 tentang organisasi dan Tata Keria Kantor Arsip Daerah Kotamadya.
     Berdasarkan peraturan daerah No.05 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai mana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon selanjutnya, diatur dengan Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan daerah Kota Cirebon.
     Pada tahun 2005 status Kantor Perpustakaan umum mausun Kantor Arsip Daerah berubah menjadi Badan, yaitu gabungan antara Kantor perpustakaan Umum dengan Kantor Arsip Daerah sehingza namarya perjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kola Cirebon yang. disingkat menjadi BAPUSSIPDA ditetapkan dengan Poraturan Dacrah Koka Cirebon No.13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada Pommerintahan Kota Cirebon. Solanjutnya, diatur dengan Keputusan Walikota Cirebon No. 22 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon.
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      Kemudian pada tahun 2008 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terbitlah  


Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon. Selanjutnya, diatur dengan Walikota Cirebon Nomor 49 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon.
[bookmark: _Toc130656154][bookmark: _Toc135503327]3.1.4 Visi dan Misi	

VISI :
“Sehati kita wujudkan kota cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah”.
MISI :
1. “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang”
      Tujuan :  Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur  keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon
2. “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”
      Tujuan  :  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.
3. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan”
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        Tujuan   :  Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan bekelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan.
4. “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”
[bookmark: _Toc130656155]      Tujuan : Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggara Pemerintahan.
[bookmark: _Toc135503328]3.1.5  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
A. Kedudukan
1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan  pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
B. Tugas Pokok
51

 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.


C. Fungsi
1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. 
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. 
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
4. [bookmark: _Toc130656156][bookmark: _Toc135503329]Pelaksanaanadministrasi dinas dalam pelaksanaanurusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3.1.6 . Struktur Organisasi dan Uraian Tugass
A. Struktur Organisasi
    1. Kepala Dinas.
    2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Analis Keuangan.
    3. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari
a. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, 
b. Sub Koordinator Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca 
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       4. Kepala Bidang Pelestarian dan Naskah Kuno ,terdiri dari : 
a. Sub Koordinator Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah 
b. Sub Koordinator Pengembangan Koleksi Budaya .
     5. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip , terdiri dari :
a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis 
b.Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis 
      6.  Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari:
a. Sub Koordinator Perlindungan Arsip
b.Sub Koordinator Autentikasi Arsip
      7. UPT; dan
[bookmark: _Toc130656157]      8. Kelompok Jabatan Fungsional.
[bookmark: _Toc135503330] 3.1.7 . Uraian Tugas
1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas pokok  memimpin  menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi: 
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program   dan  kegiatan Dinas;
b.Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional  penyelenggaraan tugas    pokok dan fungsi Dinas; 
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
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f.  Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 g.  Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungi Dinas; dan
 h.  Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja
sekretariat;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perpustakaan dan kearsipan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian
teknis Dinas;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan
laporan	 penyelenggaraan tugas Dinas;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup
bidang tugas sekretariat Dinas;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
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j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
A. Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana, memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup program dan pelaporan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup program dan pelaporan;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup program dan pelaporan;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan pelaporan meliputi pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup program dan pelaporan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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B. Sub Koordinator Keuangan sebagaimana , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keuangan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup keuangan;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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3. 


4. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan Perpustakaan;
b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan Perpustakaan;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pembinaan Perpustakaan;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pembinaan Perpustakaan;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan
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A. Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan perpustakaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan perpustakaan;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan perpustakaan;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan perpustakaan meliputi pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan perpustakaan, kekhasan koleksi perpustakaan daerah, layanan perpustakaan rujukan, pengembangan dan pengelolaan perpustakaan, pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dengan standar nasional bahan perpustakaan, perpustakaan khusus, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan serta penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan;
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f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan 


laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan perpustakaan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
B. Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca,, memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pembudayaan gemar membaca;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pembudayaan gemar membaca;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembudayaan gemar membaca;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembudayaan gemar membaca meliputi sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kota, pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial serta pemilihan duta baca tingkat Daerah Kota.;
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f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan 


laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembudayaan gemar membaca; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
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h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan
A. Sub Koordinator Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah, memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pelestarian naskah kuno milik daerah;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pelestarian naskah kuno milik daerah;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pelestarian naskah kuno milik daerah;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pelestarian naskah kuno milik daerah meliputi pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno serta pengembangan, pengolahan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
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f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelestarian naskah kuno milik daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
B. Sub Koordinator Pengembangan Koleksi Budaya , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengembangan koleksi budaya;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengembangan koleksi budaya;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan koleksi budaya;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan koleksi budaya meliputi pelaksanaan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara serta pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara.;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan koleksi budaya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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6. 


7. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Arsip;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Arsip;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Arsip;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip; dan
j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
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A. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan arsip dinamis;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan arsip dinamis;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan arsip dinamis;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan arsip dinamis meliputi pelaksanaan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup serta penyediaan daftar dan pengkajian penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan arsip dinamis; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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B. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan arsip statis;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan arsip statis;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan arsip statis;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan
lingkup pengelolaan arsip statis meliputi pelaksanaan pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah Kota melalui JIKN, serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kota;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan arsip statis; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
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8. 


9. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
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j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan



A. Sub Koordinator Perlindungan Arsip sebagaimana, memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perlindungan arsip;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perlindungan arsip;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perlindungan arsip;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan arsip meliputi pelaksanaan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana, pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan Perangkat Daerah, serta pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan arsip; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
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B. Sub Koordinator Autentikasi Arsip sebagaimana , memiliki tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup autentifikasi arsip;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup autentifikasi arsip;
c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan	tugas lingkup autentifikasi arsip;
e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup autentifikasi arsip meliputi pelaksanaan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;
f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup autentifikasi arsip; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
7. UPT 
UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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8. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok  melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan. 
b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
[bookmark: _Toc130656158][bookmark: _Toc135503331] 3.1.8 . Tata Kerja 
 1. Umum
a. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak  dapat dipisahkan.
b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan para oleh Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
c. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
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d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplipikasi.
e. Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
2. Pelaporan
a. Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
b.Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas waiib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
c. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.  Hal Mewakili
a. Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
b. Apabila Sekretaris berhalangan, Repala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.
[bookmark: _Toc130656159][bookmark: _Toc135503332]4.  Kepegawaian
1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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2. Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[bookmark: _Toc135503333]3.1.9  Sarana Prasarana 
3.1.9.1. Ruang Pengelolaan Arsip 
Tabel 3.1
Sarana Prasaran Ruang Pengelolaan Arsip

	No.
	Nama Barang
	Merk
	Jumlah
	Ket

	1
	A.C
	Sharp
	1
	B

	2
	Kursi Biasa
	Rakuda
	3
	B

	3
	Kursi lipat
	Chitose
	14
	B

	4
	Rak Besi 
	Vip-v-905
	5
	B

	5
	Kursi Putar
	Yesnice
	1
	B

	6
	Mesin Cecah
	Edial
	1
	B

	7.
	Meja ½ Biro
	½ Biro
	7
	B

	8.
	P.C Unit
	Dell
	1
	B

	9.
	Monitor
	AOC 17 Wide
	1
	B
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	10.
	Scanner(Universal Tester)
	Fujitsu
	2
	B

	11.
	Printer
	Epson/WF5621
	1
	B

	12.
	Printer
	Epson/L300
	1
	B

	13
	Dispenser
	Miyako
	1
	B

	14.
	Filling Cabinet
	Brother
	5
	B



1.9.1.2. Ruang Pelayanan Arsip
Tabel 3.2
Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Arsip
	No.
	Nama Barang
	Merk
	Jumlah
	Ket

	1
	Meja Resepsionis
	L
	1
	B

	2
	Kursi Putar
	Yesnice
	1
	B

	3
	Kursi Tamu
	4 Dudukan
	1
	B

	4
	CCTV
	Avtec
	1
	B

	5
	Kps.Angin Dinding
	Cosmos
	1
	B

	6
	Mesin Cacah
	Seha
	1
	B

	7
	Mesin Cacah
	Edeal
	1
	B

	8.
	Televisi
	Samsung
	1
	B

	9.
	White Board
	-
	2
	B

	10
	Meja Kerja Kayu 
	Persegi Panjang
	3
	B

	11
	Panel Permanen 
	-
	3
	B

	12. 
	Alat Rumah Tangga
	-
	1
	B
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	13.
	Pesawaat Tebon
	Panasonic
	1
	B

	14
	Alat Sidik Jari
	Loncin LC
	1
	B

	15
	Lemari Kayu
	
	2
	B

	16
	Lemari Kaca
	Atlanta
	2
	B



[bookmark: _Toc135503334]3.2 Metode Penelitian 
[bookmark: _Toc130656160][bookmark: _Toc135503335] 3.2.1  Metode Penelitian yang Digunakan 
Secara harfiah metode berasal dari kata method yang berarti cara Metode atau metodik berasal dari bahasa Greeka, metha (melalui atau melewati) dan hodos (jalan atau cara), jadi metode dapat diartikan sebagai sebuah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.  Menurut Pasaribu dan Simanjutak (1982) mengungkapkan bahwa metode adalah cara sistematik yang dipakai untuk menggapai tujuan. Terdapat istilah lain yang sering dijumpai bahkan terkadang salah dalam penempatannya, yaitu istilah metodologi. Secara harafiah metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan logos. Kata metodos terdiri dari 2 suku kata yakni metha yang artinya melewati atau melalui hodos yang artinya cara atau jalan. Sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi adalah cara atau ilmu yang digunakan untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu. 
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Jadi, penggunaan istilah metode lebih tepat digunakan ketika kita melakukan penulisan dalam karya ilmiah yang merujuk pada teknik-teknik atau cara yang kita tempuh untuk melakukan penelitian, sedangkan istilah metodologi lebih merujuk pada ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara dalam melakukan sebuah tindakan untuk menemukan sebuah jawaban. Metodologi juga merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan, dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat.
  Menurut Hillway (1956) dalam bukunya Introduction to Research, mengemukakan bahwa penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Pada buku The element ofresearch karangan E.L. Whitney terdapat beberpa kutipan dari para ahli rentang definisi penelitian, yakni diantaranya adalah : 
  Woody (1927) mengungkapakan bahwa penelitian merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesa atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesa.
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  Menurut Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan 


yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. 
   Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 
Moleong (2007: 6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek.
    Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggali, menemukan, memahami, menjelaskan serta memaparkan tentang “Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon”
[bookmark: _Toc130656161][bookmark: _Toc135503336]3.2.2 Desain Penelitian 
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 Sesuai dengan kerangka pikir maka rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah yang menjadi pokok penelitian dengan menggali fakta tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas 


Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon . Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek penelitian, dan perilakunya yang dapat diamati. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.
[bookmark: _Toc130656162][bookmark: _Toc135503337]3.3  Informan dan Teknik Pengumpulan Data .
[bookmark: _Toc130656163][bookmark: _Toc135503338]3.3.1  Informan 
	Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
Informan-informan dalam penelitian ini yaitu :
a. Informan Kunci
      Sub Koor Pengelolaan Arsip Dinamis 
b. Informan Pendukung
     Arsiparis Penyelia 
[bookmark: _Toc130656164][bookmark: _Toc135503339]3.3.2  Teknik Pemilihan Informan 
 Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive (purposive sampling) dalam teknik ini peneliti memilih sampel sesuai kebutuhan. Menentukan informan kunci yaitu orang-orang yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, dan informan pendukung yaitu orang-orang diluar informan kunci yang dapat memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan peneliti berkaitan Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan Kota Cirebon.
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[bookmark: _Toc130656165]


[bookmark: _Toc135503340]3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari :
1. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya.
2. Studi Lapangan, yang dilakukan dengan cara menggunakan teknik sebagai berikut :
A.Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan dan kejadian yang berlangsung dan mencatatnya. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku.
b. Wawancara.
Peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali lebih dalam, wawancara dilakukan secara terpimpin dan terstruktur. 
c. Dokumentasi
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[bookmark: _Toc130656166]Dokumen merupakan pelengkap pada penggunaan metode observasi dan wawancara. Data ini berupa, foto, video dan rekaman.


[bookmark: _Toc135503341]3.4 Operasionalisasi  Konsep Penelitian 
     	  Operasionalisasi Konsep Penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengoprasikan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan kemudian dijabarkan menjadi parameter-parameter.Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka konsep penelitiaan dalam penelitian kualitatif yaitu : (Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kota Cirebon) dioperasikan atau dijabarkan kedalam parameter seperti data dilihat pada tabel berikut
Tabel 3.3
Operasionalisasi Konsep Penelitian 
	Aspek Kajian
	Dimensi
	Parameter

	
Pengelolaan Arsip Dinamis 
(Ali Sambas Muhidin 2019 : 67)
	1. Penerimaan dan Pencatatan Arsip 
	1. Penerimaan surat masuk dan surat keluar 
2.Pencatatan surat masuk dan surat keluar 


	
	2. Penggunaan  Arsip
	1. Peminjaman arsip 
2. penemuan kembali Arsip

	
	3. Pemeliharaan Arsip
	1. pemeliharaan tempat penyimpanan arsip dan kebersihan tempat penyimpanan arsip
2. Fasilitas penyimpanan arsip

	
	4. Penyusutan dan pemusnahan arsip
	1. Tata cara penyusutan arsip 
2.Tata cara pemusnahan arsip 
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[bookmark: _Toc130656167][bookmark: _Toc135503342]3.5 Pengujian Keabsahan Data 
     Uji keabsahan data pada penelitian sering hanya ditekankan pada validitas dan reabilitas, teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas,maupun konfirmabilitas.
 Sugiyono (2017:125) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersiifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
    Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
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     Triangulasi data dilakukan untuk validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasnya penelitian. Informan digali dari sumber yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Arsip Dinamis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota  Cirebon.
[bookmark: _Toc130656168][bookmark: _Toc135503343]3.6  Teknik Analisis Data 
     Teknik analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan cara mengenalisis secara mendalam data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
    Menurut Miles and Huberman dalam(Sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
     Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Mails & Huberman dalam Sugiyono (2017:132) dengan tahapan penngumpulan data yaitu :
1. Data Collecting (Pengumpulan Data)
Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Makin lama dilapangan maka makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi
       2. . Data Reduction (Reduksi Data)
Yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
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3. Data Display (Penyajian Data)
Menurut Miles Huberman dalam Sugiyono (2017:137), menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi.
4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi)
[bookmark: _Toc130656169]Peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh sejak awal mencoba mengambil kesimpulan.
[bookmark: _Toc135503344][bookmark: _Toc130656170]3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian 
[bookmark: _Toc135503345]3.7.1 Lokasi Penelitian 	
[bookmark: _Toc130656171]Lokasi Penelitian yang akan diteliti yaitu bertempat di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Cirebon yang sekarang bertempat di  Jl. Brigjen Dharsono No. 11 yang berdekatan dengan pemancar Radio RI Cirebon.
[bookmark: _Toc135503346]3.7.2 Jadwal Penelitian 
Waktu Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 5  bulan , yang dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 
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Tabel 3.4
[bookmark: _GoBack] Jadwal Penelitian

	No
	Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April 
	Mei
	Juni
	Juli 

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	 
	Tahap Persiapan

	1
	Studi
Literatur
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pengamatan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Penyusunan
dan
Bimbingan
Proposal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Seminar
Proposal
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tahap Pelaksanaan

	1
	Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Wawancara
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pengelolaan
Data
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Penyusunan
dan
Bimbingan 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tahap Akhir

	1
	Seminar
Hasil Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Revisi Draf Skripsi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ujian Sidang Skripsi
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